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Semarang, 26 April 2001.

Kepada Yth.
nor 070/01} é JIV/2001, epada
it Co. Ketua BAPPEDA
npiran : _ ' Propinsi Jawa Tengah
ihal  : ljin Penelitian JI. Pemuda Nomor 132

Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijuapranata No, B.2.02/562/
UKS,05/IV/2001 tgl 23 April 2001 tentang maksud Sdp, PRI MARCO UTOMO akan we-
ngadakan penelitian verjudul : ' PERANAN LIMBAGA PEMASYARAKATAN KLDUNG PANN
DALAM PEMBINAAN HARAPIDANA YANG MEMPEROLEH ASIMILASI ', untulk skripsi.

Lokasi ' Kota Semarang
Waktu : 27 April - 27 Juli 2001
Pen. Jawab : Y. BUDY SARWO, SH MR

Dengan ini kami menyatakan lidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset/ Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepeniingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang hersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (sailu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penslitian.

KEPALA DIREKT@RAT SOSIAL POLITIK




PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda No. 127 - 133 Telp. (024) 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e -mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang Lamnpiran 2

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : R/ 1751 /P/IV/2001

ASAR . Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIII/72.
ENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

tal. 26 ... B DO e no. 070 / ..@396£I%/2001 . . ...
) sgfd"p’iﬁhxf%mmmsmme ...............................
g > Apmil 2001 nomor Be202( 562/UKS 405/1V/ 2001

ang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan
IDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah
ang dilaksanakan oleh :

Perpustakaan Unik

. Nama . TRI MARGO UTOMO

', Pekerjaan . Mahastiswa

1. Alamat : Jlo Gadongscngo Timur NO.6

. Penanggungiawab : Y. BUDI SARWO, SH.MH {

. Maksud tujuan . untuk Skripsi den udul " PERANAN LEMBAGA PEMASYA |
research/survey RAKATAN KEDUNG PANE DATAM BEMBINAAN NARADTCANA ]

YANG MEMPEROLER ASIMILASI *

. Lokasi : LP Kedung Pane Semarang.

engan ketentuan-keténtuan sebagai berikut -

Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah. .

. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
Setelah research/survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah. _ ‘

wurat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

Z.APPLY .o 27 JULL 2000 . ... oottt

Dikeluarkandi : SEMARANG

Padatanggal : 27 April 2001
: ... An. GUBERNUR JAWA TENGAH
BUSAN : XV Ay, KETUA BAPPEDA
Jakorstanasda Jateng / DIY. _ 5 N‘?ﬁ’g}}.ﬁ U.B.
(apolda Jateng. i “* KABID LITBANG

adit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah ! [Pi{:"‘f-"?’“‘: . H/Sta? Sie RPE
3upali/Walikotamadia ...............ocoviiiinn. Loy - )




PEMERINTAN PROPINST JAWA YENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHN

JI. Pomuda No. 127 - 133 Talp, 515591 - 515592 Fax. 5516802 Perpust';;éa; Ui
Kode Pos 50132 @ - maif : bppdjlg @ indosat.nel.id
Semarang‘ Lampira.n .3 e

26 April 2001

Seiarang’

. Kepada Yih. :
R/ 4751 /p/1V/2001

a ¢ 1 {satu) lembar.
Pemberitahuan lentang
Pelaksanaan Research /

Survey. di Semarang

Vallkata. Semarang ......

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA  Jawa Tengalh, tangaul -
26.. Apell 2008 Momar : R ;1751/P/IV/2001 .............. dengan
hormat kami memberitahwkan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey

atas nama : l
1

Dengan maksud tujuan sebagnimana lersebul dalam surai Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng {Lerlampir).

Besar harapan kami, agar. Saudara mengambil langlah-langlah persiapan sepercunya,

sesual dengan ketentuan yang berlala,

AN GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN l'i"lli MCANAAN PEMBANGUNAN DATDIAL

''''''' -

o :'\\"-.-’u'§ f";;.\'\ w.b. Kabid Litbang
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AN Kepada Yih. :
santu Gubernur Untuk
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KEHAKIMAN DAN HAK AJANL MANUNAA Itl,
R WILAYAE JAVA TENGAH .
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ipte & Talps 024 - 354”53’ 3546795 Perpus;;-.lfaan Unik

Semarangy 27 April 2001,

Kepadays
§ WO~PP 02,02 2 6. Peanbantu Deitan I Fakultas Hulam
P - y Universitans Xatolikk Seogilapranata
s Xagin gurvey / Penslitiyn, Sanarang

a4 - :
SEMARANG,

Menanggapd surat Saudarn tangead 23 April 2001 Nomors Be2s02/564/
UX9405/1V/2001 perihe) tersebub pada polwk gurats

Berammp ind dengsn hommat diberitelnidran behwa peda prinsipnys kepd
t1dgk koabarntsn den dapat dibvexdken L1iin kepads 3

Yane s Tri Marge Ulomo
Win / Nim 1. 95420,1295
Alanpb s 31, Oodong Zonge Timur Ko, 6 Sanarsng

mtuk mengedaken survey / penolitian di Lembags Penssyarskatan Xlas I Semamwng

dengan ketantuen gobagel bordikut o

1, gebelum mengadskan penelitian yang bersangiuban eupays berkinanltasi ter =
lebih daimlu dangan Kepale Lanbsga Pensayavakatan Xlas I Senarangs i

2+ Yang beraongkuten wajid mematuhd peraturen yang berlakn untul menjaga
kogmanan dan ketertiban Lanbaga Pasasyarckatan Klag I 9comaTangy

3. Sotelah selesal mengedskan penalitim eupays memyerabksn t ( satu ) exemplaer
hagilnye kapada Kentor ¥ilayeh Departenen Kehakiman Dan Hek Aeasi Marmgia
Jewn Tengah uniuk dolamentaaiy '

44 Ijin ini berlelm sajak dikeluarken sgmpal dengen saiasad,

Dandlclan wituls menodilan maklun olarys.

9
FITEW s

Tanbusan kepada Tthes
1¢ Kepala Lanbagn Panagyarakaten Klas I Senarang

- Saayrange
3dxry Tri ¥arge Ulonny mshegipgwa UNIEA Seamarnng
gl « emurang,
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PRESIDEN )

REPUBL I THOONESIA -

PERATURAN PEMERIMTAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR™ 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASY ARAKATAN
PRESIDEN REPUBLIKC INDONESIA,

o o

fenimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan Jetentumr, Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomar 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakitun,
pertu  ditenpkan  Peraturan Pemerintah teatang Pombinaan  dan

Pembimbingan Warga Binaan Peinasyarakatan;

fengingat  : 1. Pasal § ayat (2) IJ_'_mlnng’-Unc?ang .D'as_a{r 1945,

2. Undang-undang ‘Nomor 8 Tahuin 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran f\ch:tra Talui I"@'JS\I Nomor 76,.'l'amb;1h;m _
[.embaran Negara Nmnor J209); i -

3. Umdang-vadang Momor 12 'I'ahv.-m‘l'-h9'9_'5;teman Pemasyarakatan
(Lembaran  Negara  Tahun ' "1995"'1l1\f0|110r 77, 'F.amlmli‘mn
Lembaran Negara Nomor 3614);

4. Uundang-undang Nomor 3 Tahun l.‘.J':?'?q--tcnlang.Pcngmlilnn /.\I‘I:-lk
(Lembaran Ncgur-ih Tahun 1997 Nmnm'l Tambahan Lembaran
Megara Homor 3668); |

.y -

MEMUTUSKAN ;-

Aenctapkan © PERATURAN PEMERINTAIl TENTANG PEMBINAAN DAR
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

b



Dalam Peraturan Pemerintah int yanp dimaksud dengan :

{. "Pembinaan adalah_ kegiatan ‘unluk  meningkatkan  kualitas -

»

PRESIDEN _
REPUBLIK INDQNESIA . .-

. UBAB I _.
KETENTUAN UMUM 7

Pasal- l"‘

:

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelekiual, sikap
dan perilaku, profesional, - kesehatan jasmani dan  rolani
- -i' B

G 4,
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan

kualitas  ketagwaan terhadap :Tuhan  Yag Maha  Esa,
intelcktual, sikap dan perilaku, -profesional, kesehatan jusmani

dan roliani Klien Pemasyarakatany is

3. Penelitiun Kemasyarakalan yang  selanjuinys disebut Litmas

adalah kegiatan penelitian.cu{zm}c__ mengetahui dalar belakang
‘kehidupan Warga Binaan --Pcm’a_'éyarakalan yang dilaksanakan

oleh BAPAS.

4. Pembina Pemasyarakatan adalah pelugas pemasyarakatan yang

melaksanakan pembinaan  Narapidana dan  Anak Didik

Pemasyarakatan di LAPAS.

5. Pcngaman Pemasyarakatan adalaly petugas pemasyarakatan yang

6.

melaksanakan peugamanaﬂ_”Na,-rapid'ana dan  Anak  Didik
Pemasyarakatan di LAPAS. _
Pembimbing “'Kci_uasyarakqtan vadalah -pclugns hemasyarakalan

yang melak_s'n_.nakan.pmnbimb__ihg;'nf_'{.Klien di BAPAS.

7. Pendidikan' adalah usaha 'lncnyiapkaﬁ Narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

Perpustakaan Unik



. PRESIDEN .- -
REFUBLIK INDONESIA -

Iniegmsi adalah |, pemulihan) kesatuan  hubungan  hidup,
kehidupan-- dan penghidupan Narapidana dan. Anak Didik

Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Astmilisasi -adalah proses - pembinaan Narapidana dan Anak

Perpustakaan Unik

Didik Pemasyarakalan yang ‘dila{ksanakan dengan, membaurkan |,

Narapidana dan_Anak Didik Pesnasyarakatan dalam kehidupan

_masyarakal.

10.

(1)

(2)

(3)

Menteri ada!ah'.Men;eri yang lingkup lugas dan tanggung

jawabnya mceliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2= .
Program pembinaan. dan’ pcmbimbingan meliputi  kegiatan
pembinaay dan pcmlnmbmgan kepnbadlan dan kcmandn an,
Program Pcmbmaan dlpcmnlukkan bagi Narapidana dan mmk
Didik Pcm.wsyarakalan.

Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan  pembimbingan ‘kepribadian  dan  kemandirian

»

sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 2 mcliputi hal-hal  yang

bcrkanan dengan -

a.
b.

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esu; i
kesadarun t)cnb.mgsa dan bcmcg,dh ‘
intelektual;:. et b
sikap dan pcriléku; -

kesehatan jasmani dan rohani; ..,
! RN

f. keﬁadaran



'- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d——— - —— -

. kesadaran hukum;
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;

h. keterampilan kerja; dan

1 atihan kerja dan produksi,

Pasal 4 S

- (1) Pelaksanaan bembinaan dan [ﬁémbimbingan Wargd Binaan
Pcm':.syara'kalan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang
lerdiri alas : 'l'

a. -Pen:bina I’énméyarakalan;
b. Pengmnan_'_Pcmasyal;akatan;l dan
c. l;crnbimbing Kemasyarakatan.

(2) Dalam mel:rk;z_l_nﬂkan ;I)elnli:v_il-wm-l;aga-imana dimaksud dalam
ayat (1), chalh LADPAS mcnelai)kén Petugas Pethasyarakatan
yang Dertugas spbagai j'WaI‘il_\,N,ar::apidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. | -

(3) Ketentvan mengenai lugas, kewﬁjiban, dan syarat-syarat wali

‘sebagaimana dimaks;ud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Menteri.

Pasal § _ )
Dalam rangka | penyelenggaraah - ])enjll_bina;'m dan  pembimbingan
Warga Binaan Pi;illﬁ'as_,jmrakﬁlm‘l, Mellll'_ltl‘.l"il dapal mengadakan kerja
sama  dengan ",ins!ansi "'Pe1‘11clr'i1_il'a11 terkait,  badan-badan
~ kemasyarakatan lainnya, atau perc_:rang'an yang kegialannya sesuai

dengan penyelenggaraah sistem pemaéyarakalan.

i BAB 11

Perpustakaan Unik
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(2)

(3)

(1)

(2)

3

(4)

—

PRESIDEN _
REPUBLIK INDONESIA

- S ar

BAB I - .
" PEMBINAAN. V7
Bagian Pertama |
| ,Nazaﬁidanaﬂ
Pasal G

Kepabn APAS wajih aeiaksanakeamn panbinaan Novapida,

Dalam melaksanakan penibinaan sebagdimana dimaksud datam

ayat (1), Kepala-LAPAS wajib mengadakan perencanaan,

—— —t——

pelaksanaan, © dan  pengendalian ‘alas  kegiatan  program
pembinaan, : .
Kegiatan pembinaan scbagaiimana  dimaksud dalam ayal (2)

i

diarahkan pada kemampuan. Narapidana untuk Dberinlegrasi

. secara sehat dengau masyarakat.

., Pasalz
Pembinnan Narapidana  difaksanakanmelalui beberapa tahap
pembinaan. :
Tahap pembinaan scbﬁgaiman;& ditinaksud dalam ayat (1) terdini
atas 3 (liga) tahap, yaita :
a. tahap nwl;_ll;
b. whap lanjutan; dan T
¢, tahap akhir.
Pengalihan pembinaan dari sa_tull_la;hnp ke Gahap lain ditetapkan
melalui sidang ’!"i;n' Penpamat ll’ci_llmsyarakalan berdasarkan dala
dari l’(_:nnbin'g Pemasy‘arakauih, ' Ll’engaman Pemasyarakatan,

Penibimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

Data scbagaiimana dimaksud clala’m‘ ayat (3) merupakaﬁ hasil

!

neneamalan.

Perpustakaan Unik



(5)

(1)
(2)

(3)

(1

(2)

'__'F'r{'ES|DEN '
" REPUBLIK INDONESIA . .
T ' ) "d_-.‘_-‘-lt- -

-6 -

pengamatan, penitaian, dmﬂ\l?apprj-ran terhadap  petaksanaan
pembinaan. |

Ketentuan mcilgbnni pcngamalan.. penilatan, dan  pelaporan
sebagaimana (Iim:lksijd'dalam ayat (4) diatur lebil lanjut dengan

Keputusan Menteri. v

l'asal 8 '
Dalam  melaksanakan |1c_ml>innanil'l terhadap Narapidana  di
LAPAS disedinkan sarana dan pr'asnl,.r:ina yang dibutuhkan:
LAPAS Sebagdinmna dimaksud. dalam ayat (J) dibagi dalam
beberapa klasiﬁlk'asi dan spcsi{iknsi. :

Ketentuan mengenai klasifikasi:  dan spestlikasi - LAPAS

sebagaimana dimaksud dalaw ayat (2) diatur tehih lanjut dengan.,

L]
|"|

Kepulnsan Menteri.. &7 -+

Pasal. 9
Pembinaan taliap awal 1scbag_¢3imana' dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) hurufl '1 bagi Na-:r.ap,i.d'ana dimulai  sejak  yang
bersangkutan b;:rst:.uus scbaga.i_;Nilfglia_idar1a sainpai dengan 1/3
(satu per tiga) diri masa pidana. 'I_ .
Pembinsan ahap l;mjlfl;m scbnglni'm_zn_m”dimuksud dalam Pasal 7
ayil (2) hural h‘.l_llll.‘.]ipl.lli : . .
a. tahap lanjutan pertama, sejak b;:l.rjz'llkhirny;l pembinaan tahap
awal sampai dengan 1/2. ‘(sa'llu- per dua} dari masa
‘ pidana; dan | |
b. tahap lzu_{julan kedua, sejaklbélr.;akhirnya pembinaan tahap
lanjutan perlama sampai 'déugaﬁ w3 (dua per tiga) masa

pidana.

Perpustakaan Unik



(3)

PRESIDEN .
REPUBLNIC INDONESIA

i

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

" ayat (2) huiul ¢ dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan
I e .

(N

sampai dengan berakhirnya/masa pidana dai Narapidana yang

bersangkutan.

Pasal 10
Pembingan ;:I|1:I[).U\Uill sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9
ayat (1) meliputi : -
a. masa pe—ﬁgamalan, pchgc-na-lgn-;-dan pcnc]ilian‘Iingkung:m
paling Ia.llna | (satu) bulan;
b. pcrencan;an program l"ncmbinnzm kepribadian dan

kemandirfat; (B

c. pelaksanain - program.pembinaan  kepribadian  din

(2)

3

kemandirian; dan
d. penilaian pelaksanaan progmm pcimbinaan tahap awal,
Pcmb:n an tahap lanjutan qcbagdmmm dimaksud dalam Pasal 9
ayat {2) meliputi ;
a.. percncanﬁan program pembinaan lanjutan;
b. pelaksanaan program pcmb'inaan lanjutan;
¢, penilaianpelaksanaan program penibinaan ]il!‘lle:Hl: dan
d. perencansan dan |)LT]:IkSil«l}ﬂﬂI-‘l-ﬁ'l"(.Bgl'{lln asinitase,
Pembinaan l:ih’:tﬁ'akliir' SCi)ﬂQ;iinli:ll__lil dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) meliputi : : ) |
a. perencanaan plugmm mlcy.m

D. pelaksanaan proglam mlcgmm clan

~ mavaabe e an

Perpustakaan Unik
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REPUBLIK INDONESIA - e

x

c. pcngnkj'ﬁr:m‘pclaksanaan pc‘ml)_in‘_z;zi_'[_i tahap akhir.

(4} Pentahapan pcmi)inaan scbngai‘nllnn-a."dimaksud dalam ayat (19,
(2), dan (3) -ditetapkan niclnllji-_ sidang  Tim  Pengamal
Pemasy:arakatan, : .

“(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepata LAPAS
wajib memperhatikan hasil LiGmas.

(6) Kelentuan mengenai bcnlukl dan -jcnis kegialan program
penibinaan scbqgﬁinmnu dimaksud datan ayal (1), (2) dau ()

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

k]

Pasal 11
(1) Pembinaap [ahap awal. dan I[:lh?.'l_[) lanjutan dilaks;ninku—n Ji
LAPAS. "5 ‘ '
(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanalkan di duar. LAPAS oleh
BAPAS. ' |
(3) Dalam hal Nara'p_idana tidak 111cmt:uui1i syaral-syarat lerientu
pembinaan tahap akhir Narapidana I_yang bersangkutan letap

dilaksanakan di LAPAS.

— ' et e 2

Pasal 12
Dalam hat  terdapat. Narapidana ~ yaigl tidak  dimungkinkan
memperoleh  kesempatan “asimilasi  danl:atau  integrasi, maka

Narapidana yang lmql's;tllgkuiatl diberikan pembinaan khusus ..

LT Bagian ...
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REPUBLIK INDOHESIA - -- -

o s

Bagian chua- :
Anak Didik Pemasyarakatan
."-'l’aragml' 1 . .:;'
Umum
- Pasal 13
Anak Didik Pemasyarakatan lcrdifi-aizls::
a.  Anak Pidana; - A
b. Anak Negara;-dan

c. Anak Sipil.

- Pasal 14

(1) Kepala LATAS Anak wajib.z melaksanakan pembinaan Anak

Didik Pemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pCll)lJi-r-lE;:ln Anak Didik Pemasyarakatan
sébagaimana dimaksud dalam ‘ayat (1), kepala LAPAS Anak

wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

alas kegiatan program pembinaan.

(3) Iegiatan pcml}inaan sebag&i-mmm;-‘-(ﬁnmksud dalam ayal (2)

diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk

Yo
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

) Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan

olel Pembina Pemasyarakatan,

(2) Pelaksanaan  pembinaan Anak = Didik  Pemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan

aman dan tertib.

(3) Pengenclaliaﬁ keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan

oleh Pengaman Pemasyarakatan.
| | Pasal 16

)| ff \IE:

Perpustakaan Unik
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Pasal 106

Dalam  mciaksanakan  pembinaan  terhadap  Anak _Didik
Pemasyarakatan Ji LAPAS Anak disediakan sarana dan prasain

yaug dibutuhkan.

Paragraf-2
"fll\"[mk Pidana:
Pasal 17
(i) Pembinuan Anak !”id-nna dilz;ksgnzikan melalui beberapa tahap
pembinaan. A
23 T_ahap pembinaan schagaimana dima{ksud dalam ayat (1) teediri
atas 3 (tiga) tahap, yailu : it
a. lahap awal,
b. tahap lanjutan; dan
¢. tahayp akhir: : L
(3) Pengalihan pembinaan dari saar _[:fhﬁ_i)"kc,mlmp lain ditetapkan
melalui sidang 'l:i‘m Pengmuat Penasyarakatan berdasaikan data” )
dari Pembina fcmas}arakatan,.I}‘e'ngaman Pemasyarakatan,
Pembimbing Kemasyarakalan, dan' \&'"-l'fali Anak Pidana.
(1) Data scbapaimana dimaksud dalam ayat (3) mcru.pukan'h:nsil
pengamalan, penilaian, dan pelaporan terliadap pelaksanaan

pembinaan. - - .

1

(5) Ketentuan mengenal pengamatan, . penilaian, dan  pelaporan

schagaimiana dimaksud dalam :lyzll'(dj diatur lebil lanjut dengan 5
Keputusan Menter. i
- ; Pasal 8

Tahap pembinaan schagaimana diinak's'ud.' dalam Pasal 17 ayat (2)

K . .
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dilaksanakan menurul pentahapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9.

(1)

(2)

I’aqdl 19

1
I

Pembinaan lahap awal scbagaunana dimaksud datam Pasal 17

r

ayal (2) hurufa mchpuu

a. masa pcngamalan pengcndlan dan penelitian !mgkung.mn
palmg lama 1 (salu) bulan :

b. perencanaan  program pc'l:nbi'iman kepribadian  dan -

kemandirian;

c) pehksqnaan : plogram pembmaan kepribadian  dan

kemundirian; danl

d. penilaian pelaksanaan plogram pembinaan tahap awal.

:Pcmbm.mn tahap lan_;ulan sebﬂgmmann dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2) huruf b mehpuu ;
a. perencanaan program pembmaan lanjutan;

b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. penilaiain-pelaksanaan prograin pémbiman lanjutan; dan

(3)

(4)

d. pclencanaan dan pclaksanmn program asimilasi.

Pembinnan. ldhap akhir scbagmnmn.l dlmaksud dalamy Pasal 17

ayal (2) hmuf ¢ meliputi : | .

a. puum.m. an program mtcyam'

b. pt.l.lksmm'm program mlcgmm dan

c. pengakluran pelaksanaan pcmbmaan tahap akhir. . )
Pentahapan punbmaan scbagannana dunaksud dalam ayal (1).

(2), dan (3) dllclapkan mc}alm sidang Tim  Pengamat

Y
et
'

Pemasyurakalan.

N ™1
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{5) Datam Sidang ‘Tim Pcng.;m_l:‘ll_‘lr_"cmasyarakalnn sebagaimana

dimaksud Id:ll:un' ayal (4) Kepala LAPAS Anak wajib
memperhatikan Litmas. \

(6) Ketentvan mengenai bentuk - dan  jenis  kegiatan  program

pembinaan sc}iagaimana d_i'timksﬁ.'d. dalam ayat (1), (2}, dan (3)

diatur lebih lanjurdengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

(1) Pembinzan tdhap  awal dan tahap lanjutan  dilaksanakan

LAPAS Anak.
(2} Pembinaan l.lhd]} akhir dllakﬁsanakan-m jJuar LAPAS Anak oleh

BAPAS.

(3) Dalam hal Anak I’ldana l:dak mcmt’:nuhl syaral-syarsl tertentu,

pembinaa lahap aklur Anak Pldana yang bersangkutan tetap

dilaksanakan dl LAPAS Anak.

- Pasal 21
Dalam Dhal tcrdai);!t Anak Pi(llal_m,:yang tidak  dimungkinkan
memperoleh kesempatan asimilasi'-_dzml alau inlegrasi maka Anak
Pidana yang hcrén’pgkhlﬁn dibérikaﬁ'p'c'nib:in:mn-khusus .
CPaagral 3; |
‘Anak Negara
" Pasal 22 - - _
(1) Pembinaan Anak Negara dililiklllcf"{l-klﬁn pada pendidikan,
(2) Dal.im mewluudkan pcmbum.m scltmgaunana dnnaksud dalam
ayal o, pada tap LAPAS Amk disediakan uranaI dan

Nrasarana pendldlkan.

"|||l r,r \IQ‘E

Perpustakaan Unik
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“Pasal 23
Pembinaan bagi Anak Negara dii'aksfanakan dengan pentahapan
o]

o

setmp 6 (enam) bulan.
Pcmbmmn tahap awal hdgl Anak 'Negara dnnuldl sejak yangp

bclqangkulan berstatys scbdgnl Anak Negara sampm dengan 6

(enam) bulan pertama. : T

Pembinaan tahap lanjulan dilaksanakan sejuk berakhiynya masi

pembinaan t;nhﬁp awal sampai deng’an"() {enaim) bulan kedua.

Pembingan lﬂh.lp akhir d!ldksanak‘m sejak berakhirnya tahap

lanjutan smnpm dengan p'ﬂmg lama Anak ~Negara vyang

bersangkutan HILI‘JL"!pal T 18 (dclapan belas) tahun.

Apabila masa prmbmmn =

a. telah lewat 6 {cniam) bul:m p-.llama menuruot pcmmb.mg.m
Tim Pengamat Pemasya;_aka,lau. Anak Nepara yang
bersangkutan sudah.menunjukkan perkembangan yang baik,
pembinaan dﬁpal dﬂanjutkauj de;i}'gan program asimilasiy,

b. telah lewat ¢ (enam) bulan kedua menurut pertimbangan
Tim  Pengamat Kemasyarakatan Anak  Negara yang
bersangkutan sudah menunjukkau' perkembangan yang baik,
pembinaan dapal dzlammkan dengan program integrasi.

Dalam hal Anak Negara beium memenuhi  syaral untuk

diﬁerik;m program asimilasi atay -mlégrasi maka pembinaan

sehagaithana d"il‘ll:lkﬂld dalmn-.ly.lt (2) dilanjutkan  dengan
pembinaan 6 (cham) bulan kcdua d'm seterumya sampm Anak

Negara yang betsangkutan mencapai umur 18 (delapan belas)

. . -

-

Pasal 24

Perpustakaan Unik



PRESIDEN .o,
REPUBLIK INDONESIA o

L

- Pasal 24
Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :
a. pendidikan agama dan budi peker i
b, pendidikan viung
¢. pendidikan kcprmnukaun;-d-.m Mgy -

d. latihan Keterampilan, - N

sl 25 i
Dalam hal tidak it;"r(lnpal fasl_'ili(qs .'pg:nldidik;m di dalany- LAPAS
Anak, Anak Negara dapat ditkutsertakan pendidikan di ludr LAPAS
Anak. | & .

ARangrar=ase_ : .
Anak Sipil :
' Pasal 26 ‘
(1) Program pembinaan bagi ;;ﬂ:mik"':-S.ipiI disesuaikan dengan
kepentingan pcn.didikan )’\Ililk-Si[il:Il ;r:ing bersangkutan.
(2) Jangka waktu j_,pe:uubin:t:lni )‘\-'nilk"_b:'j"pﬂ sebhagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sesuai dengan pcnc'll‘npa_l’] pengadilan.

D Pasal 27 - T o .

Dalam hal diperfukan pembinaan tahap Tamjutan, maka pentahapan

program  pembinadn bagi Anak® Negara sebagaimana dimaksud
_dalam Pasal 23 bertaku juga terhadap Anak Sipil.

. Pasal 28 |

Anak Sipil sewakiu-wakiu dapat _dikelvarkan dari LAPAS Anak,

Perpustakaan Unik
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Jerdasarkan pcm.hpan Menteri’ Kch‘;lkinian atau  pejabat yang

ditunjuk atas permintaan orang tui, W'ﬂl atay orang tug asub Anak

Sipil.

. I?asal 29

Ketentuan mengenai-bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan

Anak Sipil diatur 18bih lanjul dengamieputusan Menteri.

Pasal 30 | - i

(1) Biaya pendidikan dan pembm'nn Anak Sipil di LAPAS Anak
. dibebankan kepada orang ua, wali, atau orang tua asuhinya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, alau orang tua asuhnya tidak
mampy,  biaya -pendidik:iﬁ dan pembinaan  sebagaimani
.dimak:;ud dalmn ayat (1) dibebaitkan kepada Negara.

(3) Ketidakmampuian sebagaimana'. dilﬁaksud dalam  ayat  (2)

didasarkan pada penetapan pengadian.

3 BAB i
BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKA FAN
) Pasal 31 . .
(1) Kepala BAPAS wajib nmlak'san’ukzui_i)t:h}bimlﬂﬂgan Klien.
(2) Dalam melaksanakan pcmbim{)ingan ‘scbaguimzma dii;mkxud
dalam ayat (1), kepala BAPAS ;v:;f;ib mengadakaniperencanaan,
pelaksanaan, d;m pengendali:.ip atas kegiatan  programn
pemblmbmmn .

(3) Kegiatan pemlmnhmg'm scbwgammn.x dmmksud dalam d)hll (2)
diarahkan p.lda kemampuan Khen untuk bumlegmw secara

cehnt denpan Hmsyarakal.

Perpustakaan Unik



‘,\% R T Perpustakaan Unik

FRESIDEN .
REPUBLIK INDONE SIA

- 16 -

Pasal 32 .

(1) Pembimbingan _-_'_Klien dila!fiqna_l_(gp__ oleh  Pembimbing
| - Kemasyarakatan.

(2) Pembimbingan Klien sebagaimaha dimaksud dalam ajvnl {1

dititikberatkan kepada reintegrasi sehal dengan masyarakal.

Pasal 33 .

(1) Pembimbingan Klién dilaksaqakah -fmelallui 3 (tig:u) ;tuhap
pembimbingan, y:_a-ilu : B
a. tahap awal;

b. {z}lla|) lanjutan; dan._
c. tahap akhir. .

(2) Penyelenggaraan j)emlbimbingan dari satu lahap ke Fahap lain
ditetapkan mclalu_j sidang-Tim Peggﬁamat Pemasyarakatan
berdasarkan dala (I,ﬁ_ri Pembimbin-g:—i;nasyarakatan.

(3) Data s:cbagaimané dimaksud._dalam 'ayél (2) merupakan hasil
pengainatan, pcnil.ain'n. dan péj_aporlalin tahap pelaksanaan
pembimbingan. | s :

(4) ICIelenlmn mengei{ai pengamalan beni!aian dan pelaporan
sebagaimana d:maksud dalam ayatl (3} dnlur lebih lanjut dengan

Keputusan Menteri.

Pasal 34 _
(1) Dalan m&hkwnkan pcmblmbmgan tcrhadap Klien di BAPAS
' disediakan sarana dan prasarana yang dtbuluhkan
(2) BAPAS sebagalmana dlmaksud dalam ayal (1) dibagi dalam
beberapa }clasﬂ ikasi. '
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Kelentuan mcngenal pengklamﬁkasmn BAPAS scbagaimana

dimaksud dnlnm ayal (2) dmlur lcblh lanjut dengan Kepulusan

Meunteri.

Pasal 35

Khien yang dihimi:ing oleh BAPAS léﬁji_ri dari

a.
b.

(1)

Terpidana Bersyarat;

Narapidana, Anak Pidﬂt-la, dan Anak Negara yang mendapal

pembebasan bersyaral atau culi menjelang bebas;

Anak  Negara yang Dberdasarkan  putusan  pengadilan

" pembinaannya diserahkan kepada orang (ua asuh atau badan

sosial; - .
Anak Negarzlu yang berdasarkan Keputusan Menteri 2tau pejibal
di lingkungan Direkiorat ' ‘Jenderal Pemasyarakalan  yang

ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuly atau

badan sosial:

Anak yang berdasarkan penct:man pengddnidn bimbingannya
dlkcmhnhkan kepada orang lua alau wahnya

Anak. yang " berdasarkan p_ugusan pengadilan, dijatuhi pidana
pengawasan; dan -' -

Anak yung'_hcrd:isarkan putusan pengadilan, wajib menfaliani
fatihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

.. Pasal 36
Bimbingan " - dan peng'awnémi'l Klicn‘ dilaksanakan  oleh

Pembimbing Kcnnsyarakdlan pada BAPAS.

(2) BAPAS juga ber wcnang mclaksa 1akan

ot

Perpustakaan Unik
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a. penpawasan’ lerhadap orang (ua’asub alau badan sosial dan
orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengas:h dapat
dipenuhi; o '

b. pemuntavan terhadap pcrkcriibhngan Anak Negara dan Anak
Sipil yang diasub. .

Ketentuan  merigenai  syarat - daili tala cara  pengawasin

scbagaimana dimaksud dalam ayal (I)y-diatur lcbih lanjutl dengan

Keputusan Menteris

Pasal 37

Dalam hal putusan hakim menjdtuhkan pidana bersyarat, wajib

latihan kerja -scbagal pengganu‘ pidana denda, atau

pengembalian anak kepada or.mg tua alay wali, Juksa wajfb

menyerahkan Terpldana dan anak yang bersangkutan  kepada

.. BAPAS.

(2)

(3

(4)

(1

(2)

Pcnyemhan sebagalmana dnnal\sud dalam ay'\t (1) dilakukan
dengan pembualan berita acara.

Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
disampaikan kepada Hakim I’cﬁga'_was-'. dan Pengamat selcmpat,
Terpidana Bcrs-}ar;_\l wajib rﬁengi“kﬁti; secara lertib program

bimbingﬁn yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Yo

Pasal 38
Penclitinn  Kemasyarakalan  yang  dilakukan  terhadap
Narapidana, Anak Pidapa dan Ahak Negara yang akan dibina di
tuar LAPAS dilaksanakan oleh. BAPAS
Penelitian Kemasyarakatan le;luadap anak selaku tersangka

nelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan

+ Perpustakaan Unik
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bantuan kepada penyidik, penuntut. -umum, dan hakim gL
kepentingan pemeriksaan dalam’ proses :pcrsidamgan pengaditan
anak. | _ '

Guna  kepentingan pcmériksaan 'p.engadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil

Penelitian Kemasyarakatan BAPAS. «

'(4))Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemuasyarakatan d_au')_:n

dilaksanakan tcr_liada;i tersangka d’cu)as,.'a:.
Ketentuan mcﬁ'gen’ai -pedoman 'dan_'_" tata cara pefaksanaan
Penelitian Kemasyarakatan di-alur lcbil;-lénjul dengan Kepulusan
Menteri._ : ==

Pasal 39
Pembimbingan tahdp awal sebagé'imana dimaksud dafam Pasai

33 ayat (1) huruf a bagi Klien._dilrfulzgj sejak-yang bersangkutan

berstalts sebagai Klien sampai“dengan {/4 (salu per cmpat)

masa pembimbingan. _

Pc;;ib-imbingnn iahap lanjutan ,'sebag-;iil'nana dimaksud  dalam
Pasal 33 ayal (1') huruf b' bagi_'.f{lien. dilaksm}akan sejak
berakhir pembimbingan tahap awal fs,z_i_mlbai dengan 3/4 (tiga per
empat) masa pembimbingan. o o -
Pembimbingan 1ai1ap akhir scbsl_gahua_nﬁ'dinmksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf ¢ bagi Klien,. d'_ila_k_'g';éhakzm sejak berakhirnya
tahap pcmbimbing#n lanjutan sampai dengan berakhirnya masa
pembimbingan. - , '

Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan

diletapkan welalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

e \IQ}:
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Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal mclib'ilﬁi :

(2)

(3)

a,

d.

pcncriniﬁan dan pendaflﬁran K]ie'n; .

pembualanl penelitian. ,k_é.n'ia',syarak;mm untirk  Dahan
pembimbingan; = |
penyusy nz.fﬁ program pémbimhing’un;

pelaksanaa‘n proéram pembjlmb'i-ngan: dan

pengendalidn pc]aksana@ -'ﬁ'f’%ag'rarn pembimbingan tahap

L

awal,

Pcmbimbingah tahap lanjutatt melipiti :

a.
b.

C.

penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
pelaksanaan program pembimbingan; dan
pengendalian  pelaksanaan .programi pembimbingan tahap

lanjutan. :

Pembimbingan tahap akhir meliputi.:

o

b.

. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;

(o T o]

1y

penyusunan-‘progran: pembimbingan tahap akhir;

pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

penyiapan  Klien untuk menghadapi  tahap | akhir
pembimbingan -dengan ' meinpé-rlimbangk;_m pemberjan
pelayanan bimbingan tambﬁhan{ '('l'1an )

pengakhiran tahap pcmbimhingmi Klien dengan memberikian
sural Keterangan akhir pemhimbiﬁgh_n oleh Kepala BAPAS.

S

Pasal 41

Klien terpidana bersyaral, pembebasan bersyarat atau culi

o, el

menjelang bebas  yang dic'abul'_étqtusuﬁi sebagai Klien wajib

Perpustakaan Unik
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a.  mengulangi melakukan tindak pidﬁ'nif;
b.  menimbulkan keresahan dalam inasy:'nrakat;
¢. tidak menaati ‘ketentuan. p-erjlanj'iati_._ atay syarat-symral, baik
syarat khusus maupun syaral umum, bagi lerpidana bersyarsl;
d. lidak mcngikuti'zﬂau mematuhi pfogram pembimbingan yang
ditetapkan oleh BAPAS; alau 5.

ce. pindah alamat atau tempat tiﬁgg'al tanpa nclapor kepada

o
li
!

BAPAS yang membimbing.

‘Pasal 42 |
Pencabutan status pémbimbingand(_l_ier;' sebagaimana dimaksud
datam Pasai 41 dilakukan olel Mentt_ai-'i_a_l'a's.usul Kepala BAPAS.
Pasal 43

Ketentuan mengenai | bentuk  dan - jenis kegiatan program

pembimbingan Kiien diatur lebih lanjui_dq.!igan Keputusan Menteri. .

Pasal 44 . _

(1} Jumlal Pembimltl)ing Kcmasya;'z_lkat;m di  seliap BAPAS
disesuaikan dengan kebutuhan. | ’

(2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan . oleh- BAPAS dilukuka.n
kepada perorangan atau ke!oinpcik secara  tertib - dan
berkcsinambungaﬁ;scsuai dengmﬁnhuﬁ?ﬁmbimbing:m.

(3) Dalam  hal P(;p'lbimbing i{(;‘masfarakalan tidak Ei:zp;u
~melanjutkan -pet‘nbimb_ingan 'ifl:r‘ﬁac_la‘p Kliennya,  maka
pembimbingan - ‘é'el'anjulnya daplﬁ't ¢ dilimpahkan  kepada
Pembimbing Kemésyarakalan fain aiafs perselujuan  Kepala

RAPAS.

Perpustakaan Unik
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- Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan bimbingan ‘Klicn BAPAS  dapat

mengangkal atau menumuk Pembunbmg Kemasyarakatan
J sukarela yang mcmenulu syarat -

(2) Syaral *:yaral untuk~dapat dlangkal atau- ditunjuk menjadi-
Pembimbing Kuna.«.ydrakﬂlan sukarela '.':(.b-lbililnﬂnn ditnaksud,
dalam ayat (1) adalah : .

a. warganegara Indonesia: - Rae -
b. taal dan selia kepada Pancaéilé d-a:.n Undang-Undanyg Dasar
19asy | = [ -
¢c.- bertagwa kc;’b'rde-i Tuhan ‘fﬁng Mél-’la 'E;s'a'
d. pendidikan serendah rendahnya -sekolah  menengah umum
~ atau sekolah kcJuruan ‘
.e. telah mcnglkut! pelatihan bi‘mb_ingah dan penyuluhan.
(3) Kelentwan mengenai lata cara ﬁcnééh};kﬂan alau penunjukan

Punbunbmg I(emasyarakalan sukarc{la sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut den;,an Kepulusan Menteri. . - -

BAB IV
PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK
PIDIK PEMASYARAKATAN
Baglan Pertama _
Syarat Pcn’nindahan - _.

- - Pasal 46 |
(]) Narapidana dan Anak Dldlk Pcmasyarakaldn dapat dlplnddhkdll
- dari satu LAPAS--kc LAPAS lain olch Kepala LAPAS apabila

telah memenuhi syarat-syarat pcmi'ndahan.

Perpustakaan Unik
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(2) Syaral-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat

D

()

)

(1) adalah :

a.

ada izin pemindahan terlulis dari-pejabat yang berwenang;

b. dilengkapi denpan berkas-berkas pembinaan; dan

C.

hasi} pertimbangan Tim Pengamat-Pemasyarakatan.

: -Pasal' 47

Izin pemindahan sebagalmana dlmaksud dqlam Pasal 46 ayat (2)

o

huruf a chbenkan olch

a.

Kepala Kantor Wllayah Dcparlemen Kehakiman selempat,
dalam hal pcmmdahan dalam satu ; wﬂayah kerja Kantor

Wilayah yang bcrsangku{an

_Direktur Jenderal Pcmas_yarakala.n dalam hal pemindalan
antar  wilayah kérja Kantor  Wilayah - Departemen
Kehakiman. ' i)

Dalam keadaan darurat, izin penundahan dapat dlben}nn sccara

lisan melalun sarana Lclekomumkam

Izin sebagaimana dimaksud dalam aya[ (2) paling lambat dalam

waklu 2 x 24 (dua -kali dua puluh empal)_Jam setelah permo-

honan lisan diajukan harus- dilengkapi dengan permohonan

tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Nﬂl”lpld'm:l atau Anmak Didik - Pcnmsyuml-.uan harus

dlpmdahkan ke LAPAS lain untuk kepenuhgan proses peradilan,

Kepa_la LAPAS sebaga!mana dnnaksud..dlalzun Pasal 46 wajib

memperoleh izin dari’ pejabat yang’ berlz@ﬁggung. jawab secara

yuridis atas perkara yang bersangkulan. .

I

Perpustakaan Unik
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Pasal 49 _
Dalam hal Narapidana atav  Anak Didik  Pemasyarakatan
dipindahkan ke ‘LAPAS lain unluk kepentingan  peraswatan
kesehatannya, di]}éfhikﬂﬂ sural rajukas-deri ‘doklcr LAPAS i atau
“kepala rumah sak.i‘ll_ wmum selempat. .

PasaSO o .

Pemindaban Navapidana alay Anak-"Didik Pemasyarakatun ke
LAPAS lain karena alasan kepéntingzm'kemnanan dan ketertiban,

harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

(1) Pemindahan Narap}dana alau Anak Didik Pemasyarakatan dav
satu  LAPAS ke LAPASJjain_dapat dilakukan deugan
menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara,

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksuci! dalam -ayat (1) yang
membutuhkan _wa-_ictu bermalam c:lalgm pcrjalanzin harus
menginap di LAPAS"ataii RU:I;A N terdekat.”

(3) Pcmindnhan-'dilaksaha}_{an pada hari kerja, kecuali dalam
keadaan terientu “dapat dilukukan- setiap  saat dengan  tetap

memperhatikan faktor keamanan,

(4—) Pemindithan Narapidana atau Anak :Dildik Pemasyarakatamwajib

menpggunakan, kendaraan khusus atau alat anpkul lain yang
memenuhi syarat keamanan. - © o

Pasal 32 ...

Perpustakaan Unik
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_ Pasal 52
Pengawalan pemmdahnn dllaksamkan paling sedikit oieh 2

(dua) orang Petugas Pemasy rakatan

Dalam hal pclaksanaan pcmmdahan memerfukan penanganan -

khusus dapat meminta bantuan plhdk cpolisian.

Pengawalan d:lakukan dcngan tetap ~memperhatikan  faktor
kemanusiaan, : .
Petugas Pemasyarakatan scbagai'm‘a_‘na dimaksud dalam ayat (1)

harus dilengkapi dengan surat | tugas dan  perlengkapan
pengamanan yang diperlukan. -' _

Pemindaban Narapidana Wamla atau Anak Didik Pemasyara-
katan Wamta_,dalam peugawala_lmy,a harus disertai - Petugas

Pemasyarakatan Wanita.

_ " Pasal 53
Kepala LAPAS yang mt':_'l.a-ksa:l_i'é;kan peniindahan  wajib
membcr,ilahuka;i_kepada: S
a. keluarga Narapidana atau Anak _Didik Pemasyarakatan yang

bersangkutan; dan o |
b. Hakim Pengawas dan Pengamat -Pengadilan Negeri
selempat, i
Kepala L.APAS..'scbagaimuna:dimﬂ-k;sud'EJaIam ayaﬁ (N dalam
waktu 1 (salu) hari sebelum ]_)gl}i_m_i__é'_:l!;in_. ivz_xjib memberitahukan
kcpadu Narapidana atau Anak D'é';lik Pemasyarakatan  yany

Y

bersangkutan.

migat s

Biéya pemindalian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

dibebankan kepada Negara.

Perpustakaan Unik
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«BAB V L
. AKHIR PLE MBINAAN DAN PEMB!MB!NGAN
Baglan Pcrtama ‘
Narapldana
Pasal 55 -
(1) Pembinaan Narapldana bcrakhir apabila Narapidana yang
~ bersangkutan i '
a. masa pidananya lefah habis;
b. memperoleh .pembehasan bersyaral;
c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
d. meninggal du'nia.l '
(2) Dalam  hal pcmbinaﬁn Narapidém.; berakhiy  sebaguimana
dimaksud dalam’ 'ay"'a'l (1) huruf'a dan b, kepada Narapidana
_ yang bersangkutan diberikan surat pembcbasan
(3) Dalam hal pembebasan bagi Narapldaﬁa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf ¢, kepata Narapldana yang bersangkutan

setelah selesai menjalani cuti'diberikan surat pembebasan.

Pasal 56 /

Narapidana yang telah selesai mcnjalam inasa pulan.mya diberi

biaya pemulangan kc tcmp'u asalm a.

Pasal 57 | ‘

(1) Dalam hal Narapldam memperoleh pembelnsan bersyarat,
Kepala LAPAS mcnycrahkau',- pe;pbunbmganﬂya !gcpada
BAPAS dan pe;tgawasannya-'képla;c_l_"aj_ kejaksaan scl{:;npal,

' _ ;{' sedangkan ...
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scdungkan bagi narapida.a y;_@'_ng'mcmpcrolch cutlh menjelang
bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh
BAPAS.

{2) Penyerahan scbagaimana dimiksud dalam ayat (1) dilskukan
dengan  berita “acara  seral ‘_tcn:ma yang . tembusannya
disampaikan kepada Hakim Pengawas-dan-Pengamal setemnat.

.J :
I .4l 58

(1) Dalam - hal berakhirnya pembindaan Narapidana scbagaimana

1

dintalsud datam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS
menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan epuda
ketuarganya. .

(2) Apabila pihak kelvarga atau ahil waris lidak bersedia MEnC i
peny;:rahan jenazah ‘sebagaimana dimaksud dalmn ayat (1),
Mmaka ‘pihuk LAPAS  wajib " melaksanakdn pemakamannya

dengan biaya negara,

Bagian Kedua o
Anak Didik Pemasyarakatan
Paragraf |
Anak Pidana R
Pasal 59 -
Ketentue:, sebagaimana dimaksud dalam BAB V' Bagian Pertuma

miengenai Akhiy Pembinaan Bagi Narapwdana, berlaku jugs bagi

Anak Pidana.

Puragral 2

Perpustakaan Unik
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Paragraf 2

Anak Negara -
" Pasal 60

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang

bersangkutan :

a. lelah mencapai umur 18 (defapan belas) tahun;

b. memperoleh pembebasan bersyarat; . )

c. memperoleh culi menjelang beb-as_; atau

d. meninggal dunia. '

~ Pasal 61 .

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 hurufl a, Kepala LAPAS Anak
menyerahkan anak . yang bersangkutan kepada kizluarganya
dengan discrtai surat keterangan selesai menjalani pembinaan,

(2) Dalam hal berakhirnya pembinaanl,ﬁmak Negara sebagaimana
‘dimaksud dalam Pasal 60 huruf b-alau ¢, Kepala LAPAS Anak
menyerihkan "Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS
setempat, .

(3) Penyerahan sébagaimana di:ﬁaksﬁd dalam ayal (27 dilakukan
dengan berita acara serah : 'icri'ma untuk - pembimbingan
selanjuinya. '

) ‘ 'Pasal 62

(1) Dalam hal b.crakhirnya pm'i“ﬂ)inaa"ri Anak Negara sebagaimana

dimaksud datam Pasal 60 huruf d, Kepala LAPAS Anak
menyerihkan jenazah Anak Negara yang hersangkutan kepada

keluarganya atau ahli warisnya.
' (2) Apabila ...

- — N
——— o m———

Perpustakaan Unik
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(2) "Apabila pihak keluarga' atau” ahli warisnya tidak bersedia

menerima p'cnycrahan jena'zah-§cbz‘tgaimana dimaksud ditlam

d)"!l (. maka pibak LAPAS wajnb melaksanakun pemakaman-

' nya denpan bmya ncgam
_ Paragraf 3
" | ! Anak Sipﬂ
Y Pasal 63
Pmnbmaan Anak Sipil berakhlr 1pablia Anak  Sipil- yang
bersangkumn = ,

a nwsa_puucmparannya di LAPAS Anak telah selesai berdusark.an

pcnelap n pengadllan _

-b. . telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

c. dikelunrkan . oleh :Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan
terteniu: atau N P

d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal beraklu.nya pcmbmaan Anak Sipil ‘sebagaimana

dunaksud dulam "Pasal 63 humf B3] “l".lan c. Kepala LAPAS Anak

mcnyuahkan Anak Sipil - yang belsangkumn kepada keludrganya

ol-—u——..
dengan disertai ;__urag_keteranga_n selesar menjalani pembinaan,

: ! .
© Pasul 65 ’
»  Dalam . hal - l)crdklurnya pr:mbma.m Anak Sipil  sebagaimana

dimaksud: ualam .-P_asal~-_i_53‘ h_urul d “Kepala LAPAS  Anak
menyerahkan '-jcn'tafz's{l"\':‘/‘\'n‘i_l}s S'ipil yang bersangkulan  kepada

kejuﬁ’rganya ‘a;au:‘ ahli-warisnya.

Perpustakaan Unik
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Bapian Ketiga
Pembimbingan Klien Pcmasyaral‘-:_alaln
Pasal 66 |
Pcmbimbingan Kilien berakhir ap'abi'a Klién yang bersangkutan :
a.  selesai :11&11]4!.1:11 masa pembnnbnu,dn
b, dicabut stalusnya sebagai thn alau
c meninggal dunia.
*Pasal 67
(1) Dalam hal berakhirnya pcmb-imbingzm Klien scbaguin-nmn ti-
maksud dalam Pasal 66'huruﬁ.;ji. kepada Klien yang bersangkut-

an diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.

(2) Dalam hal berakhirmya pcm-bimbingan Klien sebagaimuna -

dinmkx‘ud dalain Pasal 006 'hUruf- b  pihak  BAPAS
memberitahukan kcpad.l cha]a LAPAS, I\eJaks:mn Negeri,

—_—

Haklm Pcn awas dan Peng amat dan Departemen Sosial.
8 8 P

"BAB VI . - g
KETENTUAN PERALIHAN: '
-Pasal 68

Pada saal Peraturan Pemerintah ini mulai beriaku, semua peraturan
pelaksanaan mcngt.n:u p:.mbmaan dan’ pcmbunblm_,dn Warga Binaan

Pemasyarzlatan masih tei2p bcrldku s.namann lndak berteniangan

o e T -

dan befum diganii Cengan yang Tats Cerdisdrki T oue LT
Pemerintaly 13:.
" . BAB Vi
KETENTUANPENUTUP,‘
_ Pasal 69

A et ¢
Ve —al Jdinardanukan

Perpustakaan Unik
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